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::0.i'lARMOTT AMA SATYA PRAJA 

LEMBAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANi.~ 
NOMOP, 10 TAHUN '199::J SERI D NOMOR G 

Pi::RATURAM DAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT ll SErilARAMG 
NOMOR 2 T AHUM 1993 

TENiANG 

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATE:'11 DASRAH 
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKMl 

KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAM 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

SEMARANG 

Menirnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG 

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat !I Semarang Nomor-
10 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Pebruari 1991 dengan Keputusannya 
Nomor : 188.3 / 26 / 1991 dan diundangkan dalam lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat ll Semarang Nomor 3 Tahun 1991 Seri D 
tanggal 1 Maret 1991 ka.rena sudah tidak sesuai lagi dengan perkem · 
bangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali; 

b. bahwa sehubungan dangan hal tersebut diatas perlu mengatur dan me-
netapkannya · dalam Peraturan Daerah. · 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
di Daerah ; 

2. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1.950 tentang Pembentukan Oaerah • 
daerah Kabupaten Oalam Ungkungan Propinsi Jawa T engah Jis. Undang­
undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas -batas Wiiayah 

30 



K~tapraja Sa!atiga · dan Daerah Swatantra , Tingkat II Semarang dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun; 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingka t II Semarang serta Peraturan Pernerintah 
Republik Indonesia f\Jomor 69 T ahun 199? tentang · Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat · II Sal.atiga dan Kabupaten Daerah 
Tingkat ll Semarang ; . 

3, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke:pegawaian; 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Per• 
tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ; 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan · 
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan Belanja Daerah ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk 
Peraturan Daerah ; 

7. Peraturan Menteri da!arn Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan 
Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan PerwakHan Rakyat 
0aeiah ; 

8. Kaputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedornan 
Penyusunan Peraturan Tafa Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 
1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Kalua dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K;;,bupaten Daerah Tingkat II Semarang. 

Dengan persetujuari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten · Daerah Tingkat II 
Semarang : 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH K,'\BUPATEN, DAERAH 
TINGKAT 11 SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN 
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TNGKAT II SEMARANG. 

Pasal I 

Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat !! Semarang Nomor 10 Tahun-
1990 tentang Kedudukan. Keuangan Ketua, Waki! Ketua dan Anggota Dewan 
Perwakitan Rakyat Daernh Kabt1paten Daerah Tingkat !I Semarang, yang di­
sahkan dengan Keputusan .Gubernur Kepala Daerah Tingkat ! Jawa Tengah 
tanggal 9 Pehruari 1991 Nomor : 188.3 / 26 / 1991 dan diundangkan dalam 
Lernbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 
Seri D, diubah sebagai berikut : 
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A. Bagian Ketiga. Tunjangan Komisi dihapus. 

B. Pasal 14 diubah dan d1baca sebagai berikut 

- Tunjangan Kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
ditetapkan dengan Keputusun Bupati Kapala Daerah. 

C. Pasal 14 baru ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut : 
Dana Penunjang untuk Kegiatan DPRD disecliakan sebesar Rp. 30.000.000.­
( tiga puluh juta) rupiah/ tahun. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar supaya setiap orang rnengetahuinya memerintahkan pengundangan Pera­
turan Oaerah ini dengan penempatannya dalarn Lembar Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang. 

Ungaran, 6 Maret 1 993. 

DEWAN PEAWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

SEMARANG 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 
SEMARANG 

KETUA, 

Cap. ttd. Cap. ttd. 

Ors. S O E P O N 0 Drs. SOE D.1 J AT NO 

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Dae'rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26-
Mei 1993 Nomor : 188.3 / 258 / 1993. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 15-
,Juni 1993 Seri D Nomor 6 Tanun 1993. 

Sesuai dengan aslinya : 

Sekretaris Wilayah / Daerah , 

Cap. ttd. 

MOESLICH EFFENDI, SH • 

. PEMBINA TINGKAT I. 
NIP. 500 034 376 
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